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BAB V 
PENUTUP 

5.1 . Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

dana desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Makna dari 

nilai elastisitas positif menunjukan bahwa semakin transparan aparat 

desa dalam melakukan pengelolaan dana desa maka akan semakin 

baik dan berkualitas pula output dari pengelolaan dana desa. 

2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

dana desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Makna dari 

nilai elastisitas positif menunjukan bahwa semakin baik akuntabilitas 

aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa maka akan 

semakin baik dan berkualitas pula output dari pengelolaan dana desa. 

3. Transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan 

Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan nilai determinan sebesar 

50,50%, sedangkan sisanya sebesar 49,50% dapat dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti tingkat 

pengetahuan, kompetensi, integritas, pendidikan dan pelatihan, disiplin 

kerja aparat desa, gaya kepemimpinan kepala desa dan komitmen 

kerja aparat desa. 
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5.2 . Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya aparat desa terus mengupayakan adanya transparansi 

bukan hanya pada output hasil pengelolaan keuangan namun juga 

pada proses seperti dengan memberikan peran lebih besar bagi 

elemen masyarakat dalam melakukan peninjauan ataupun dalam rapat 

tertentu kepala desa menceritakan progres dari pembangunan dan 

pemberdayaan desa. 

2. Pertanggungjawaban secara horizontal atau kepada masyarakat masih 

perlu untuk ditingkatkan terutama dalam aspek perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Hal ini 

penting karena akuntabilitas yang paling penting adalah kepada 

masyarakat demi terciptanya Good Governance dalam pemerintahan 

desa. 

3. Perlunya bagi pemerintah daerah dalam memberikan upaya preventif 

bagi pengelolaan dana desa dengan aktif melakukan pengawasan 

fungsional dan monitoring aktif atas capaain dan proses kerja dan 

distribusi dana pemberdayaan masyarakat yang diamanhkan kepada 

aparat desa. 
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